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Abstrak,

Praktik keuangan Islam terus diadaptasi untuk menghadapi tantangan dunia modern.
Salah satu modernisasi dari prinsip qardh dapat dilihat dalam penerapan penggunaan
kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dirancang untuk menghindari unsur riba dalam
struktur pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebth dalam tentang
bagaimana konsep gardh, implikasi sosial dan moral dalam sistem keuangan global yang
semakin kompleks. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan secondary review
yang berfokus pada kajian teoritis-normatif konsep qardh dalam praktik kartu kredit
syariah modern. Hasil penelitian ini menyimpulkan konsep gardh dalam praktik kartu
kredit syariah memiliki relevansi penting dalam aspek tolong menolong, keadilan, edukasi
keuangan dan tanggung jawab pengguna, peningkatan aksesibilitas dan keadilan sosial,
inovasi pembiayaan syariah, menjaga stabilitas perekonomian, serta membangun
solidaritas dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Keuangan Islam, Kartu Kredit Syariah, Qardh

Abstract,

Islamic financial practices continue to be adapted to meet the challenges of the modern
world. One modernization of the gardh principle can be seen in the application of the use of
Islamic credit cards. Islamic credit cards are designed to avoid the element of usury in the
financing structure. The purpose of this study is to examine more deeply about how the
concept of qardh, social and moral implications in an increasingly complex global financial
system. This qualitative research uses a secondary review approach that focuses on the
theoretical-normative study of the concept of qardh in modern Islamic credit card practices.
The results of this study conclude that the concept of gardh in Islamic credit card practices
has important relevance in the aspects of helping, justice, financial education and user
responsibility, increasing accessibility and social justice, innovation in Islamic financing,
maintaining economic stability, and building solidarity and social responsibility.
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PENDAHULUAN

Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep gardh telah memainkan peran penting
dalam sistem ekonomi Islam sebagai salah satu bentuk pinjaman yang didasarkan pada
prinsip tolong-menolong dan keadilan (Nofrianto et al., 2021). Qardh merupakan pinjaman
tanpa bunga yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, dengan niat untuk
membantu tanpa mengharapkan imbalan materi, sejalan dengan nilai-nilai etika Islam yang
melarang eksploitasi melalui riba (Hidayati & Sarono, 2019). Konsep ini tidak hanya
menekankan aspek finansial, tetapi juga moral dan sosial, di mana hubungan antara pemberi
dan penerima pinjaman harus dilandasi keadilan dan tanggung jawab. Qardh mencerminkan
nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas sosial yang kuat, di mana pinjaman diberikan
berdasarkan rasa saling percaya dan tanggung jawab.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keuangan Islam terus diadaptasi
untuk menghadapi tantangan dunia modern. Salah satu bentuk modernisasi dari prinsip
gardh dapat dilihat dalam penerapan sistem kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah
dirancang untuk menghindari unsur riba, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda
dari kartu kredit konvensional, terutama dalam hal pengenaan bunga dan struktur
pembiayaannya (Firmanda, 2014). Alih-alih memberikan pinjaman berbasis bunga, kartu
kredit syariah sering kali menerapkan konsep qardh, di mana pengguna meminjam uang
untuk keperluan tertentu tanpa dikenai bunga, dan bank atau penyedia jasa kartu kredit hanya
mengenakan biaya administrasi (ujrah) (Alfian et al., 2022). Dengan demikian, sistem kartu
kredit syariah menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin menggunakan fasilitas pembiayaan
modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan larangan riba (Ali
Muhayatsyah, 2016). Konsep gardh dalam kartu kredit syariah memberikan ruang bagi
pengguna untuk memanfaatkan layanan kredit dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan
ketentuan agama. Dalam sistem ini, pihak bank tidak mendapatkan keuntungan dari bunga
pinjaman, melainkan melalui biaya administrasi atau jasa layanan yang transparan, sehingga
terhindar dari unsur eksploitasi dan ketidakadilan (Suparyanto dan Rosad, 2020).

Kartu kredit telah menjadi fenomena tersendiri bagi dunia keuangan dan
perekonomian Indonesia. Februari 2011 lalu, tercatat ada 13,8 juta kartu kredit yang beredar
di masyarakat dengan nilai transaksi yang mencapai 163,21 triliun rupiah dari 21 bank
penerbit. Sejak tahun 2007, telah terjadi peningkatan nilai transaksi sebesar 90,6 triliun.
Sedangkan tahun 2016 jumlah kartu kredit semakin bertambah. Berdasarkan data alat
pembayaran dengan menggunakan kartu sampai bulan April mencapai 16.896.126 kartu. Hal
ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kartu debit, jumlah kartu kredit yang
beredar tercatat lebih tinggi (Bank Indonesia, 2018). Data dari bank Indonesia per April 2016
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menunjukkan jumlah kartu debit yang beredar hanya mencapai 7.680.771 kartu (Ummah,
2019). Angka tersebut sangat fantastis mengingat kartu kredit bukanlah satu-satunya fasilitas
pembayaran bagi konsumen.

Relevansi konsep gardh dalam sistem kartu kredit syariah tidak hanya terbatas pada
penghindaran riba. Ada aspek-aspek lain dari gardh yang juga diintegrasikan dalam praktik
kartu kredit syariah, seperti pentingnya tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hubungan
antara pemberi kredit (bank) dan peminjam (nasabah). Sistem kartu kredit syariah berusaha
memastikan bahwa pengguna kartu tidak terjebak dalam jeratan utang yang berlebihan, yang
sering kali menjadi masalah dalam sistem kredit konvensional yang berbasis bunga
(Hendrawati, 2017).

Selain itu, dalam penerapan kartu kredit syariah, ada komponen penting berupa
edukasi kepada pengguna mengenai penggunaan kredit yang bijak dan sesuai dengan
kemampuan finansial mereka. Ini mencerminkan semangat gardh pada masa Khulafaur
Rasyidin, di mana pinjaman diberikan dengan niat membantu, bukan untuk mengambil
keuntungan dari kesulitan finansial orang lain. Edukasi ini bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan antara kebutuhan pengguna akan pembiayaan dan kemampuan mereka untuk
melunasi utang tanpa membebani diri mereka sendiri (Tektona, 2022).

Dengan mengadopsi konsep gardh ke dalam sistem kartu kredit syariah, lembaga
keuangan syariah tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendukung
upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini relevan dengan
nilai-nilai yang diperjuangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana keadilan sosial dan
tanggung jawab terhadap sesama merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi dan
sosial umat Islam. Dalam konteks ini, relevansi konsep qardh tidak hanya terlihat dalam aspek
teknis seperti penghindaran riba, tetapi juga dalam pengaplikasian prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan modern. Oleh karena itu,
sistem kartu kredit syariah dapat dianggap sebagai salah satu contoh nyata bagaimana
konsep-konsep keuangan Islam yang berasal dari masa lampau masih memiliki relevansi yang
kuat dalam menghadapi tantangan dunia keuangan kontemporer.

Terdapat urgensi yang cukup signifikan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan
relevansi konsep gardh dengan sistem kartu kredit syariah, maupun kartu kredit syariah dari
perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Mujib Ustmani (2019) yang
menerangkan bahwa Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan tidak menimbulkan riba,
tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong
pengeluaran yang berlebihan (israf) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal
pembelajaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi

pada waktunya dan tidak menggunakan fasilitas untuk hal-hal yang bertentangan dengan
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syariah (Ustmani, 2019). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfian, dkk (2021) yang
menunjukkan bahwa menurut para ulama di berbagai Negara, menyatakan bahwa akad-akad
pada kartu kredit syariah sangat banyak dan kompleks, namun di Indonesia berdasarkan
fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan terdapat hanya 3
akad, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. Implementasi akad-akad tersebut juga mengharuskan
beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh penerbit kartu kredit syariah, antara lain adalah
penerapan ta'widh, pencegahan israf, dan proses seleksi nasabah calon pemegang kartu
kredit syariah (Alfian et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Efrita Norman (2020) yang
menunjukkan bahwa Kartu kredit syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam
pembayarannya bukan berarti diperbolehkan dalam presfektif Islam, tetapi harus dilihat dari
berbagai aspek misal segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang
menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek dapat memberikan solusi bagi kebaikan
umat Islam. Namun, sudah ditinjau dari segi utilitas dan maslahahnya, Syari’ah card yang
ada praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa yang ada saat ini
belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan
maslahahnya (Norman, 2020).

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep gardh dari masa
Khulafaur Rasyidin diadaptasi ke dalam sistem kartu kredit syariah modern, serta implikasi
sosial dan moral dari penerapan konsep ini dalam sistem keuangan global yang semakin
kompleks. Implikasi sosial dari kajian ini meliputi peningkatan aksesibilitas keuangan,
pengurangan ketergantungan pada riba dan juga mendorong praktik keuangan yang lebih etis
dan bertanggung jawab. Sedangkan implikasi moral dari kajian ini dapat mendorong
solidaritas sosial, dan juga dapat membantu membangun budaya keuangan yang lebih positif
di mana utang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial daripada sekedar beban
finansial.

Kajian tentang penerapan konsep gardh dalam sistem kartu kredit syariah modern
dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya yakni nasabah atau pengguna
kartu kredit syariah yang mana mereka dapat mengetahui keutungan dari sistem yang bebas
bunga (riba) dan biaya administrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit
konvensional. Selain itu, bank syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah dapat juga
menarik nasabah baru yang mencari alternatif finansial sesuai dengan prinsip syariah. bagi
masyarakat umum, kajian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang keuangan yang etis dan

bertanggung jawab.
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TINJAUAN TEORITIK
Akad Qardh

Qardh adalah akad pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya bunga atau
keuntungan tambahan. Peminjam wajib mengembalikan pinjaman pokok sesuai dengan
jumalh yang diterima dan dalam jangka waktu tertentu. Qardh secara etimologi adalah al-
gardh yang berarti pertolongan, pertolongan dalam konteks gardh adalah pertolongan yang
berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan
meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (Hidayati & Sarono,
2019).

Menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu
pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian
dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati. Menurut Mazhab Maliki, gardh adalah
pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau
setimpal. Menurut Mazhab Hambali, gardh adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang
akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya. Menurut
Mazhab Syafi’i, gardh memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia
perlu membayar kembali kepadanya (Hidayati & Sarono, 2019).

Konteks akad gardh adalah potongan yang berasal dari harta orang lain tanpa
mengharapkan imbalan. Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta
kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut
istilah para ahli fikih, al-gardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk
dikembalikan tanpa da tambahan. Al-Qardh (pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan
dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini.
orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk,
bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandub). Menurut kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) gardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga
keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melakukan pembayaan secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, akad gardh adalah perikatan
atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau
memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau
orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan
kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa

mengharapkan imbalan (Budiman, 2013).
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Qardh dirancang untuk memberikan kemudahan pada usaha produktif dari kaum
dhu’afa (perorangan yang lemah). Hal ini termasuk membantu nasabah melepaskan diri dari
hutang, membayar biaya sewa rumah, dan memenuhi kebutuhan mendesak karena musibah.
Dalam akad gqardh mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini
peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima
lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di
awal dan tidak diperjanjikan.

Ketentuan dan syarat harta gardh dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat
al-mabi’ (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di gardh-kan harus miliki mugridh
karena sifat al-tamlik-nya sama, yaitu harta gardh berpindah kepemilikannya dari miliki
muqridh menjadi milik mugqtaridh sehingga mugqridh harus memiliki hak untuk
memindahkan kepemilikan barang yang di gardh-kan. Harta yang boleh dijadikan objek akad
qgardh harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun

kualitasnya (Sukma et al., 2019).

Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit secara terminologis adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti
uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja
ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang
mengeluarkannya. Dalam pengertian lain, kartu kredit syariah adalah uang plastik yang
diterbitkan oleh suatu instansi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh
kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran
dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah
ditentukan (Wardani, 2016). Kartu kredit syariah adalah produk perbankan yang berfungsi
sama dengan kartu kredit konvensional, namun beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 54./DSN-
MUI/X/2006, kartu kredit syariah melibatkan hubungan hukum antara penerbit kartu,
pemegang kartu, dan penerima kartu yang sesuai dengan ketentuan syariah (DSN-MUI
Nomor 54/DSN-MUI/X/2006). Kartu kredit syariah memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi finansial tanpa khawatir terlibat dalam riba (bunga) yang dilarang dalam
Islam.

Kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional memiliki fungsi dasar yang sama,
yaitu sebagai alat pembayaran. Namun, terdapat beberapa perbedaan diantaranya pada
prinsip operasional, kartu kredit konvensional mengharuskan pengguna membayar bunga
atas saldo yang belum dibayar, sedangkan kartu kredit tidak mengenakan bunga. Dari segi

biaya administrasi, kartu kredit syariah biasanya mengenakan biaya administrasi yang lebih
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rendah dibandingkan dengan suku bunga pada kartu kredit konvensional. Dari segi denda
keterlambatan pada kartu kredit syariah dikhususkan untuk kegiatan sosial, bukan sebagai
keuntungan bagi bank.

Pihak Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berpendapat
bahwa status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang
disertai talangan pembayaran (gardh) serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi.
Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai issuer yang mengeluarkan kartu kredit (bukti
kafalah) sebagai penjamin (kafil) bagi card holders dalam berbagai transaksi. Dengan
demikian, menurut DSN-MUI ada tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit
syariah yaitu kafalah, gardh, dan ijarah (Wardani, 2016).

Menurut Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-shawi dalam (Fatoni, 2022), penggunaan
kartu kredit tidak hanya memunculkan persoalan mengenai akad saja, akan tetapi juga
memunculkan beberapa masalah lain dalam hukum islam, yaitu mengenai persyaratan awal
atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh issuer, seperti iuran
keanggotaan yang diambil oleh pihak yang mengeluarkan kartu dan denda keterlambatan.

DSN-MUI menfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai
imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang
tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya biaya administrasi
tanpa mengambil laba sedikitpun (taklufah fi’'liyah). Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit
tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya administrasi karena laba ini termasuk riba
yang diharamkan yaitu mengambil keuntungan dari akad gqardh. Kaidah figih menyatakan
setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba (Fatoni,
2022).

Apapun jenis akad transaksi yang digunakan dalam kartu kredit syariah secara
substansi tetap menganjurkan orang lain untuk berhutang. Hal inilah yang mendasari
mengapa kartu ktedit tidak bisa disyariahkan. Namun demikian DSN-MUI mengeluarkan
fatwa tentang kebolehan kartu kredit yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah
card. Pihak DSN-MUI beralasan bahwa secara prinsip kartu kredit tersebut diperbolehkan
syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan
ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau
menunggak. Namun demikian, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh
pengguna kartu kredit syariah tersebut yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk
transaksi yang tidak sesuai syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf)
dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus
memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Tidak memberikan fasilitas

yang bertentangan dengan syariah.
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Implementasi Akad Qardh dalam Kartu Kredit Syariah

Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu
bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar
pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan
pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu. Dan dalam
tinjauan figih akad kartu kredit juga merupakan gardh (kredit). Qardh dalam terminologi
figih berarti memberikan harta kpada orang yang akan memanfaatkannya dan
mengembalikan gantinya di kemudian hari. Aplikasi gardh dalam kartu kredit, yaitu bank
memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya atau bank
membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan
kemudian setelah jatuh tempo bank menagih utang tersebut dari nasabah (Fatoni, 2022).

Implementasi akad gardh dalam kartu kredit syariah merupakan aspek penting yang
membedakan produk ini dari kartu kredit konvensional. Bank syariah berfungsi sebagai
lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan
finansial tanpa terlibat dalam praktik riba. Dengan adanya akad gardh, bank tidak hanya
memberikan fasilitas pinjaman tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi yang
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Alfian et al., 2022).

Misalnya, ketika seorang nasabah menarik uang tunai menggunakan kartu kredit
syariahnya, bank akan memberikan dana tersebut berdasarkan akad gardh. Nasabah
kemudian diharuskan mengembalikan jumlah tersebut pada waktu yang telah ditentukan,

tanpa dikenakan bunga tambahan (Zaki Perdana Mulia & Ersi Sisdianto, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan dari kajian ini adalah mencari dasar
pijakan untuk mengetahui catatan peristiwa yang sudah berlalu yang mana hal itu dapat
berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari kisah terdahulu. Penelitian ini
berfokus pada kajian teoritis dan historis dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan artikel
untuk memahami relevansi dan penerapan konsep gardh dalam konteks sistem kartu kredit
syariah modern. Pendekatan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali
informasi dari berbagai referensi yang relevan, baik dari literatur klasik mengenai konsep
gardh pada masa Khulafaur Rasyidin, maupun dari literatur kontemporer yang membahas

sistem keuangan syariah, khususnya kartu kredit syariah. Penelitian ini dilakukan dengan cara
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mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai teori dan pandangan yang berkaitan

dengan konsep gardh serta aplikasinya dalam sistem keuangan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Qardh Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep gardh atau pinjaman tanpa bunga memiliki
peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pinjaman ini diberikan sebagai bentuk tolong
menolong dan dukungan terhadap individu yang membutuhkan, dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa mengeskploitasi pihak lain. Dalam konteks ini
qgardh mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang
menjadi landasan dalam interaksi ekonomi umat Islam. Pemberian pinjaman gardh
dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan komitmen untuk melunasi utang, sehingga
tidak ada unsur eksploitasi atau keuntungan yang diambil dari kesulitan orang lain. Para
Khulafa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak hanya mempraktikkan gardh dalam
kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan yang dihadapi umat Islam pada

masa itu.

Kartu Kredit Syariah Era Modern

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin
kompleks, sistem keuangan modern telah beradaptasi dengan prinsip-prinsip syariah, salah
satunya adalah sistem kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dirancang untuk
menyediakan pembiayaan tanpa melanggar hukum Islam, terutama larangan terhadap riba.
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Sharia Card, kartu kredit
yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran
pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan
pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada
penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran (DSN-MUI Nomor 54/DSN-
MUI/X/2006). Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Sharia
Card, dasar diperbolehkannya transaksi kartu kredit syariah diantaranya adalah:
QS. Al-Maidah ayat 1:

VL AR () E0a A sl ek e akile I L ) e A &0 T S5l 15851 5l G L
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Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan
ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

QS. Al-Isra’ ayat 34:
vi Vi S8 gl & Saall 1505 T Al A el ol W il O 50E Y
Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik
(dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena)
sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Kartu kredit syariah umumnya tidak mengenakan bunga pada pinjaman yang
diberikan. Sebagai gantinya, bank atau lembaga keuangan syariah mengenakan biaya
administrasi atau jasa (ujrah) yang transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam
konteks ini, pengguna kartu kredit syariah dapat memanfaatkan layanan kredit tanpa takut
terjebak dalam utang yang berbunga, yang sering kali menjadi masalah dalam sistem kartu
kredit konvensional. Berkembangnya kartu kredit dalam masyarakat disebabkan salah
satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju less cash
society (Ustmani, 2019). Munculnya kartu kredit akan sangat memberikan kemudahan
transaksi bagi para penggunanya ditengah era globalisasi yang serba cepat saat ini.

Manfaat dari penggunaan kartu kredit syariah antara lain adalah: Pertama Kartu
kredit syariah sesuai prinsip syariah: kartu kredit syariah didasarkan pada prinsip-prinsip
syariah, yang berarti tidak melibatkan sistem bunga dan transaksi yang bertentangan dengan
hukum Islam. Kedua, pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional: Kartu kredit syariah tunduk
pada pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI),
memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga,
biaya administrasi yang lebih rendah: Biaya administrasi pada kartu kredit syariah biasanya
lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Keempat, sanksi dana sosial
dimana akan menerima denda kartu kredit syariah yang tidak dibayar penuh. Hal ini dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak dianggap sebagai pendapatan bagi
perusahaan penerbit kartu (Nurani dkk, 2023).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, akad yang digunakan
dalam kartu kredit syariah adalah:

1. Kafalah, dalam hal ini penerbit kartu adala penjamin (Kafil) bagi pemegang kartu
terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (Dayn) yang timbul dari transaski antara

pemegang kartu dengan Merchant dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM
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bank penerbit kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (Ujrah
Kafalah).

2. Qardh, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (Mugaridh) melalui
penarikan tunai dari bank atau ATM dan penerbit kartu.

3. [jarah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan
pelayanan terhadap pemegang kartu atas ijarah ini. pemegang kartu dikenakan
membership fee (DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006).

Implementasi Akad Qardh Pada Kartu Kredit Syariah

Akad gardh secara harfiah adalah akad dengan prinsip pinjam meminjam untuk non
bisnis yang harus disertai dengan jaminan. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada
harapan imbalan. Dalam literatur figih klasik, gardh dapat dikategorikan dalam akad
tathowwui atau akad saling membantu dan bukan bersifat komersial. Dengan akad qgardh,
pemegang kartu kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit
kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik,
hal ini pun menjadi identitas adanya Goodwill Investment dari nasabah itu sendiri. Akad
qgardh memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Disini dapat dilihat adanya
sebuah paradox di sisi lain orang yang menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak
berhutang tetapi disisi lain justru harus mempunyai sejumlah uang untuk deposit (Alfian et
al., 2022).

Konsep gardh dan sistem kartu kredit syariah meskipun muncul dalam konteks yang
berbeda, keduanya memiliki banyak kesamaan. Beberapa perbandingan utama antara gardh
dan sistem kartu kredit syariah meliputi:

e Tanpa Riba

Keduanya berusaha untuk menghindari riba, di mana gardh adalah pinjaman tanpa
bunga, sementara kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga melainkan biaya
administrasi.

Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 275:

G T a3 il a0 0aT T30 O sl U 1308 0 s Bl e i At ol a3k S 1 03 ¥ 150 R0 sl
YVo 34 L ah 0 Coltal L 8 dle (az® i I E5als Salk s A8 a6 35 G Ae 3 ssla
Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali
seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai
kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga
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apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka.
Mereka kekal di dalamnya”.

e Aspek Sosial
Qardh berfokus pada tolong menolong dan tanggung jawab sosial, sementara kartu
kredit syariah menekankan transparansi dan keadilan dalam transaksi, sehingga menciptakan
hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima. Hal ini sesuai dengan
QS. Al-Baqgarah ayat [2]: 280:
YA (35 K () 280 S 0% ) EDBB 35 30 08 Ul
Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai
dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik
bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

e Pengelolaan Utang

Keduanya mengharuskan penerima pinjaman untuk bertanggung jawab dalam
pengelolaan utang, menghindari beban utang yang berlebihan, dan mengutamakan
pembayaran tepat waktu.
Adapun mekanisme Qardh dalam Kartu Kredit Syariah (Azlina & Nafis, 2023).:

1. Pemberian Tambahan (Hibah): Konsep hibah atau pemberian tambahan secara
sukarela dapat diimplementasikan dalam bentuk program loyalitas atau cashback
pada kartu kredit syariah. Hal ini sejalan dengan semangat gardh yang mendorong
kebaikan dan saling tolong-menolong.

2. Tanggung Jawab Bersama: Konsep tanggung jawab bersama dalam melunasi utang
dapat diwujudkan melalui mekanisme kafalah (jaminan) atau ta'addud al-dhamin
(jaminan bersama) dalam akad kartu kredit syariah.

3. Prinsip Keadilan: Penerapan prinsip keadilan dalam penentuan besaran biaya
administrasi (ujrah) dan jangka waktu pembayaran dapat memperkuat relevansi
gardh dalam kartu kredit syariah.

Konsep gardh dalam sistem kartu kredit syariah memiliki relevansi penting yang
diwujudkan dalam berbagai aspek berikut:
1. Edukasi Keuangan dan Tanggung Jawab Pengguna

Kartu kredit syariah dapat digunakan sebagai sarana edukasi keuangan bagi para
pengguna, mendorong mereka untuk memahami pengelolaan keuangan yang bertanggung
jawab sesuai dengan prinsip-prinsip gardh. Konsep gardh mengajarkan pentingnya tanggung
jawab dalam mencuci, sehingga pengguna kartu kredit syariah terdorong untuk berbelanja

sesuai kemampuan finansial dan menghindari praktik konsumtif yang berlebihan. Hal ini
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menciptakan kesadaran keuangan yang lebih tinggi serta membantu pengguna memahami
pentingnya pengelolaan secara bijak, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada

prinsip amanah dan keadilan.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama penerapan prinsip gardh dalam kartu kredit syariah adalah
untuk meningkatkan akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat, khususnya bagi umat
Islam. Dengan adanya kartu kredit berbasis gardh, akses terhadap pembiayaan menjadi lebih
inklusif tanpa melibatkan riba, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ini membuka
peluang bagi lebih banyak individu, termasuk yang mungkin terkendala dalam sistem kredit
konvensional, untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dengan cara yang sesuai syariah.
Selain itu, penerapan konsep gardh mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial, karena salah
satu tujuannya adalah mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan.

3. Inovasi dalam Pembiayaan Syariah

Penggunaan prinsip qardh dalam kartu kredit syariah mencerminkan upaya inovatif
untuk menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap
berpegang pada ketentuan syariah. Inovasi ini memungkinkan layanan pembiayaan syariah
untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan
kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus terjebak dalam praktik yang bertentangan
dengan ajaran Islam. Kartu kredit syariah berbasis gardh juga dapat memberikan manfaat
seperti pinjaman bunga (bebas riba) dan tekanan biaya transparan, yang membuatnya lebih

sesuai untuk konsumen muslim yang sadar akan nilai-nilai syariah.

4. Menjaga Stabilitas Perekonomian Umat

Dengan mengadopsi prinsip gardh, kartu kredit syariah mengurangi ketergantungan
pada sistem bunga yang dapat membebani pengguna. Hal ini juga membantu menjaga
stabilitas ekonomi umat dengan mencegah memanjangkan utang berbunga tinggi. Kartu
kredit syariah mengajarkan pentingnya meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan,
sehingga mengurangi risiko krisis hutang pribadi yang sering terjadi dalam sistem kredit
konvensional. Dengan demikian, penerapan prinsip gardh tidak hanya memberi manfaat bagi

individu, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara kolektif.
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5. Membangun Rasa Solidaritas dan Tanggung Jawab Sosial

Salah satu aspek penting dari gardh adalah semangat solidaritas dan tanggung jawab
sosial, yang tercermin dalam penggunaan kartu kredit syariah. Sistem ini menekankan
pentingnya mendukung satu sama lain tanpa eksploitatif, di mana transaksi dan pembiayaan
bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan kata lain, kartu kredit syariah yang menggunakan prinsip gardh tidak hanya berfungsi
sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dalam
komunitas Muslim, dengan cara yang beretika dan sesuai syariah (Ferdiana, 2024).

Penerapan konsep gardh dalam sistem kartu kredit syariah berperan penting sebagai
landasan yang memperbolehkan penggunaannya dalam kerangka hukum Islam. Dalam Islam,
riba dianggap sebagai sesuatu yang dilarang keras karena cenderung eksploitatif dan
memberatkan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi prinsip gardh, kartu kredit syariah
menghindari unsur riba yang lazim ditemukan pada kartu kredit konvensional dan
menggantinya dengan struktur pembiayaan yang bebas bunga serta biaya-biaya yang
transparan dan adil. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko eksploitasi pengguna,
tetapi juga menanamkan nilai-nilai keuangan Islami yang mengutamakan keseimbangan
antara kebutuhan individu dan kesejahteraan sosial.

Konsep gardh pada kartu kredit syariah memiliki nilai edukasi finansial, yang
mendorong pengguna untuk memahami pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung
jawab. Kartu kredit ini tidak sekadar menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga
mengedukasi pengguna agar menjalankan pengeluaran sesuai kemampuan finansial mereka
dan menghindari perilaku konsumtif berlebihan. Dengan demikian, prinsip ini membantu
membangun kesadaran keuangan yang lebih sehat dan menekankan nilai-nilai seperti
amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Sebagai instrumen keuangan yang mengedepankan
prinsip-prinsip syariah, kartu kredit ini berupaya mendidik pengguna mengenai pentingnya
pengelolaan utang yang baik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang yang
menjerat.

Di sisi lain, penggunaan konsep gardh dalam kartu kredit syariah juga memiliki
dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan secara adil. Dengan adanya
kartu kredit berbasis gardh, individu yang mungkin terhalang untuk mengakses kredit
konvensional, seperti masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam transaksi berbasis bunga,
kini memiliki alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membuka peluang bagi
lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas keuangan yang inklusif, tanpa harus
melanggar prinsip-prinsip keyakinan mereka. Nilai sosial dari penerapan konsep ini adalah
mempromosikan kesejahteraan yang merata, di mana akses terhadap pembiayaan terbuka

bagi semua kalangan, menciptakan rasa kepedulian terhadap keadilan ekonomi.
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KESIMPULAN

Kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana
kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer
atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban
pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.
Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, akad yang digunakan dalam
kartu kredit syariah adalah akad Kafalah, akad Qardh, dan akad Ijarah.

Konsep gardh dalam sistem kartu kredit syariah memiliki relevansi penting yang
diwujudkan seperti edukasi keuangan dan tanggung jawab pengguna, peningkatan
aksesibilitas dan keadilan sosial, inovasi dalam pembiayaan syariah, menjaga stabilitas

perekonomian umat, dan membangun rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial.
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